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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/PERMENTAN/KU.060/2/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor

66/Permentan/KU.060/12/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan

Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian;

b. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun

2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pertanian telah ditetapkan Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan efektivitas

pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan
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Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor

66/Permentan/KU.060/12/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi

Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 261);

12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
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Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1636);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/

OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin

Pegawai;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/

OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin

Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 418);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/Kpts/

OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan

Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai

Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan

kepada pegawai yang merupakan fungsi dari

keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang

sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana

pegawai tersebut bekerja.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan

tinggi pada instansi pemerintah.

5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

7. Jam Kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian

Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai

hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.

8. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang
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